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Abstract. The purpose of this research is to analyze the financial performance of the Kediri City
government in 2018-2023. This research uses a quantitative approach with descriptive analysis methods.
The data comes from Kediri City regional expenditure data for the 2018-2023 period, which was
obtained through the Kediri City Central Statistics Agency and the Kediri City Regional Revenue,
Financial and Asset Management Agency. The data is processed using regional financial ratio analysis.
This research shows that the average expenditure growth ratio of the Regional Government of Kediri City
is not good because expenditure growth exceeds income, the average capital expenditure is 10.91%
indicating good performance in regional development, the average percentage of operating expenditure
is 85, This 45% shows that the operational expenditure performance of the City of Kediri during the
2018-2023 period showed good performance.
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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kota Kediri tahun
2018-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Data
berasal dari data belanja daerah Kota Kediri periode 2018-2023, yang diperoleh melalui Badan Pusat
Statistika Kota Kediri dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Data
diolah menggunakan analisis rasio keuangan daerah. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata
rasio pertumbuhan belanja Pemerintah Daerah Kota Kediri kurang baik karena pertumbuhan belanja
melebihi pendapatan, rata-rata belanja modal adalah 10,91% menunjukkan kinerja yang baik dalam
pengembangan wilayah, rata-rata persentase belanja operasi adalah 85,45% ini menunjukkan Kinerja
belanja opersi Kota Kediri selama periode 2018-2023 menunjukkan kinerja yang baik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan; Kinerja Belanja; Kota Kediri

1. LATAR BELAKANG

Kinerja pendapatan dan belanja daerah merupakan indikator yang sangat penting
dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Pembiayaan
untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat
sepenuhnya bergantung pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) yang efektif. Pemerintah daerah harus mampu memastikan bahwa APBD
digunakan secara ekonomi, efisien, dan akuntabel, guna menunjukkan kepada

masyarakat bagaimana dana publik dikelola (Aulia & Rahmawaty,.2020).
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan panduan mengenai pengelolaan keuangan daerah
yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan UU ini adalah untuk menekankan
pentingnya otonomi dalam memastikan bahwa investasi publik dilakukan untuk
mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan umum rakyat .dari
iniUU dimaksudkan untuk menekankan pentingnya otonomi dalam memastikan bahwa
investasi publik dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan
kesejahteraan umum masyarakat .

Analisis belanja daerah menjadi penting untuk memahami alokasi anggaran dan
efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan. Derajat desentralisasi juga turut
mempengaruhi kinerja keuangan daerah, di mana daerah dengan tingkat desentralisasi
yang tinggi diharapkan memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola
keuangannya.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang adaptif dan fleksibel, terutama
dalam masa krisis seperti pandemi, menekankan perlunya evaluasi terus-menerus
terhadap kebijakan fiskal agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa
mengorbankan stabilitas fiskal daerah.

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang sedang mengalami
perkembangan dalam perekonomian dan infrastruktur yang cukup signifikan dari tahun
ke tahun. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan Kota Kediri sebagai objek
penelitian analisis belanja daerah dengan didasari faktor tersebut

Berdasarkan analisis yang disebutkan sebelumnya, tujuannya adalah untuk
mengetahui produktivitas keuangan Kota Kediri sebelum, selama , dan sesudah
pandemi COVID - 19 sepanjang tahun 2018-2023. Dipercaya penelitiannya dapat
memberikan referensi bagi bidang ekonomi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi
sarana untuk meningkatkan literasi keuangan dan meningkatkan kemampuan analisis
tentang proses kerja belanja suatu daerah. Diharapkan pemerintah daerah Kota Kediri

dapat memberikan arahan yang menyeluruh dalam menentukan kebijakan pengelolaan.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Kinerja Belanja Pemerintah Daerah
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Kinerja belanja pemerintah daerah merujuk pada tingkat efektivitas, efisiensi,
dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
daerah (Mardiasmo, 2018). Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana alokasi belanja
memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara efisiensi menekankan pada pengelolaan
anggaran yang hemat namun tetap menghasilkan output optimal (Mahmudi, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pengelolaan anggaran pemerintah daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas,
transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini ditekankan oleh World Bank (1997),
yang menyatakan bahwa tata kelola yang baik menjadi fondasi penting untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik.

2. Teori Anggaran dan Pengelolaan Keuangan Publik

Pengelolaan keuangan publik seringkali didasarkan pada teori anggaran
tradisional dan modern. Teori anggaran tradisional menekankan pada kepatuhan
terhadap prosedur, sedangkan teori modern, seperti New Public Management (NPM),
lebih fokus pada hasil (outputs) dan dampak (outcomes) dari belanja publik (Hood,
1991).

Dalam pendekatan NPM, pemerintah diharapkan lebih adaptif, responsif, dan
berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini relevan dengan penelitian ini, yang menilai
kinerja belanja Pemerintah Kota Kediri berdasarkan realisasi anggaran, kualitas
pelayanan publik, dan tingkat kepuasan masyarakat.

3. Kinerja Keuangan Daerah Berdasarkan Indikator Fiskal
Kinerja belanja daerah sering dievaluasi menggunakan indikator seperti:

a. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja: Mengukur prioritas belanja
pembangunan infrastruktur dibandingkan belanja rutin (Halim, 2021).

b. Tingkat Penyerapan Anggaran: Mengindikasikan kemampuan pemerintah
daerah dalam merealisasikan rencana anggaran. Penyerapan rendah dapat
menunjukkan lemahnya perencanaan atau kendala teknis di lapangan (Mahmudi,
2016).

c. Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Mengukur dampak belanja pemerintah terhadap
peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS, 2023).
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4. Perspektif Good Governance

Good governance berperan penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah.
Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan orientasi hasil
(outcome orientation) menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas belanja
publik (UNDP, 1997).

Di Kota Kediri, penerapan prinsip-prinsip ini dapat diteliti melalui keterbukaan
informasi anggaran, pelibatan masyarakat dalam perencanaan, dan audit keuangan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Audit oleh BPK memberikan ukuran akuntabilitas
berdasarkan opini atas laporan keuangan daerah, yang memengaruhi persepsi publik
terhadap kinerja pemerintah daerah (BPK, 2022).

5. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis penelitian ini dibangun dari hubungan antara konsep-konsep
Kinerja keuangan, teori pengelolaan anggaran, dan prinsip good governance. Dalam
konteks ini, kinerja belanja Pemerintah Kota Kediri dianalisis berdasarkan hubungan

antara indikator fiskal dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

6. Pengukuran Rasio Keuangan

Analisis Belanja Daerah

Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja

_ Belanja Th t—Belanja Th (t-1)
Belanja Th (t—1)

PBTht x 100%

Penilaian dalam analisis rasio pertumbuhan pendapatan:

1. Pertumbuhan belanja < Pertumbuhan Pendapatan, berarti kinerja belanja baik

2. Pertumbuhan belanja > Pertumbuhan Pendapatan, berarti kinerja belanja kurang
baik
(Mahmudi, 2010:160)

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja (BMTB)

. Realisasi Belanja Modal
Rasio BMTB = - x 100%
Target Belanja Daerah

Kriteria Rasio BMTB
Rasio BMTB > 5%, berarti belanja operasi baik
Rasio BMTB < 5%, berarti belanja operasi kurang baik (Mahmudi, 2010:164-165)
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Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja (BOTB)

. Realisasi Belanja Operasi
Rasio BOTB = - x 100%
Target Belanja Daerah

Ppersentase perbandingan belanja operasi dan total belanja daerah, antara 60% - 90%
Rasio BOTB < 90%, diartikan kinerja belanja operasinya baik
Rasio BMTB > 90%, diartikan kinerja belanja operasinya kurang baik

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang menyajikan
angka dan frekuensi sebagai wujud data dengan menggunakan metode analisis
deskriptif. Data yang digunakan penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh
dari dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Data sekunder merupakan
sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2019).

Data yang telah ditemukan akan diolah menggunakan analisis rasio kinerja.
Data digunakan penelitian ini adalah dokumen-dokumen Kota Kediri Dalam Angka
periode 2018 —2023. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistika Kota Kediri dan Badan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri. Penelitian ini
mencangkup prosedur dokumentasi berupa data laporan belanja daerah Kota Kediri dari
Badan Pusat Statistika Kota Kediri dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Kediri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja
Tabel 1. Analisis Belanja Daerah Kota Kediri Tahun 2018 — 2023

Tahun Belanja (Rp) Pertumbuhan  Pertumbuhan Kinerja
Pendapatan Belanja (%0)
(%)
2018 1.237.745.256,86 3,17% -2.53% Baik
2019 1.312.905.390,35 4,76% 6,07% Kurang Baik
2020 1.207.691.610,98 -4,20% -8,01% Kurang Baik
2021 1.344.272.318,95 13,28% 11,30% Baik

2022 1.482.748.596,78 3,80% 10,30% Kurang Baik
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2023 1.558.794.618,26 -2,03% 5,12% Kurang Baik

Rata-—rata 1.357.359.632,03 3,13% 3,70% Kurang Baik
Sumber : Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2018-2023 '

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1. di atas, dapat dilihat adanya tren
pertumbuhan pada pendapatan daerah Kota Kediri dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
Meskipun mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, secara rata-rata pendapatan daerah
mengalami peningkatan sebesar 3,13%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan
aktivitas ekonomi dan potensi pendapatan daerah. Namun, jika kita melihat
pertumbuhan belanja daerah, terdapat ketidaksesuaian antara pertumbuhan pendapatan
dan belanja. Pertumbuhan belanja rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan pendapatan, yaitu sebesar 3,70%. Kondisi ini mengindikasikan adanya
potensi inefisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Pertumbuhan belanja yang lebih
tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan yang signifikan dapat berpotensi
menimbulkan defisit anggaran dan berdampak pada kualitas pelayanan publik. Selain
itu, penilaian kinerja yang tertera pada tabel menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup
signifikan dari tahun ke tahun, di mana kinerja dinilai baik dan kurang baik secara
bergantian. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah masih
perlu ditingkatkan agar lebih konsisten dan efektif. Secara keseluruhan, data pada tabel
menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan daerah Kota Kediri. Namun,
pertumbuhan belanja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan
serta penilaian kinerja yang fluktuatif mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut
terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan upaya
untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran, mengoptimalkan pendapatan daerah, dan
menyusun strategi yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Selain
itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kriteria penilaian kinerja yang digunakan agar
lebih objektif dan relevan dengan kondisi daerah. Dengan demikian, pengelolaan

keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
Tabel 2. Rasio BMTB Kota Kediri Tahun 2018 — 2023

Tahun Belanja Modal Total Belanja (Rp) BMTB Kinerja
(Rp) (%)
2018 133.226.151,03 1.237.745.256,86 10,78 Baik
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2019 182.759.961,09 1.312.905.390,35 13,92 Baik
2020 98.314.709,09 1.207.691.610,98 8,14 Baik
2021 106.605.344,50 1.344.272.318,95 7,93 Baik
2022 169.119.298,48 1.482.748.596,78 11,41 Baik
2023 198.153.723,02 1.558.794.618,26 12,71 Baik
Rata — 148.029.864,54 1.357.359.632,03 10,91 Baik
rata

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel 2.dapat diartikan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun
kemarin rasio belanja modal mengalami penurunan dan kenaikan. Dari 10,78% ditahun
2018 menjadi 13,92% di tahun 2019. Kemudian awal-awal Covid-19 turun drastis dari
13,92% di tahun 2019 menjadi 7,93% ditahun 2021. Mulai bangkit tahun 2022 yaitu
11,41% menjadi 12,71% ditahun 2023. Rasio belanja modal terhadap total belanja di
Kota Kediri selama jangka waktu 2018-2023 kinerjanya baik. Hal ini dibuktikan dengan
rata-rata rasio BMTB 10,91% lebih besar dari 5%. Kinerja BMTB Kota Kediri telah
menjalankan proses investasi untuk pengembangan wilayah tersebut selama lima tahun
terakhir .Saat ini  kinerja Kota Kediri lebih banyak difokuskan pada investasi

pengembangan lahan.

Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
Tabel 3. Rasio BOTB Kota Kediri Tahun 2018 — 2023

Tahun Belanja Operasi ~ Total Belanja (Rp) BOTB Kinerja
(Rp) (%)

2018 975.920.774,50 1.237.745.256,86 78,85% Baik
2019 994.700.983,86 1.312.905.390,35 75,76% Baik
2020 881.979.377,25 1.207.691.610,98 73,03% Baik
2021 1.205.523.929,89 1.344.272.318,95 89,68% Baik
2022 1.305.116.487,31 1.482.748.596,78 88,02% Baik
2023 1.352.195.813,69 1.558.794.618,26 86,75% Baik

Rata — 1.119.239.561,08 1.357.359.632,03 82,45% Baik
rata

Sumber : Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel di atas dapat ditafsirkan bahwa pada tahun 2018 sampai
dengan tahun 2023 kemarin rasio belanja operasional mengalami penurunan dan
kenaikan. Dari 78,85% ditahun 2018 menjadi 75,76% di tahun 2019. Kemudian awal—
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awal Covid turun dari 75,76% di tahun 2019 menjadi 73,03% ditahun 2020. Mengalami
kenaikan yang tinggi tahun 2021 yaitu 89,68% dan menjadi 88,02% ditahun 2022.
Selanjutnya tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 2% menjadi 86,75%. Rasio
belanja operasi terhadap total belanja di Kota Kediri selama jangka waktu 2018-2023
kinerjanya baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata rasio BOTB Kota Kediri dari tahun
2018-2023 adalah 82,45% lebih kecil dari 90%.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan yaitu : 1) Dilihat dari rata-rata
analisis rasio pertumbuhan belanjanya kurang baik, dikarenakan pertumbuhan belanja
Kota Kediri dari tahun 2018-2023 lebih tinggi dari pada pendapatannya. 2) Dilihat dari
rata-rata belanja modalnya adalah baik yaitu 10,91%. Kinerja BMTB Kota Kediri tahun
2018-2023 ini masih dalam proses untuk pembangunan wilayah. 3) Dilihat dari rata-rata
belanja operasi Kota Kediri selama periode 2018-2023 adalah baik yaitu diangka
82,45% dimana itu lebih kecil dari 90%.

Saran untuk penelitian selanjutnya supaya menambahkan rasio analisis
keuangan agar lebih tergambah dengan jelas kinerja pemerintahan dalam mengelola
anggaran. Penelitian lain juga bisa meneliti kinerja pajak daerahnya. Untuk memperluas
cangkupan wilayah penelitian, dalam penelitian ini hanya mencakup salah satu kota di

Jawa Timur yaitu Kota Kediri.
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